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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepastian hukum pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan yang dilakukan 

tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri didasarkan pada 

Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Tanggungan,  

Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 dan PMK No. 27/PMK.06/2016 yang telah 

beberapa kali mengalami perubahan.  

Teori kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dan 

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Bila dikaitkan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, maka adanya perjanjian kredit sebagai 

dasar hubungan debitur dan kreditur serta peraturan perundang-undangan yang 

telah ada telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan dan keadilan 

bagi pihak-pihak terkait, seperti adanya instansi yang telah konsisten 

menjalankan yaitu KPKNL dan terdapatnya prosedur/tata cara pelaksanaan 

parate eksekusi, begitu pula dengan hakim-hakim melalui keputusannya. 

2. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan Undang-Undang Hak Tanggungan 

terdapat hambatan yang umumnya dari debitur sehingga menimbulkan 

permasalahan hukum. Adapun faktor yang menjadi penghambat parate 

eksekusi, antara lain : a) Muatan materi undang-undang hak tanggungan pada 
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Penjelasan Umum Angka 9 dan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan 

yang seakan menyatakan parate eksekusi pelaksanaannya di dasarkan kepada 

Pasal 224 H.I.R dan Pasal 258 R.Bg yang membuat pemahaman parate 

eksekusi rancu karena kekhilafan pembentuk undang-undang, dimana isinya 

jelas bertentangan dengan ratio legis dimuatnya ketentuan Pasal 6; b) Putusan 

MARI tertanggal 30 Januari 1986 yang intinya menyatakan parate eksekusi 

tanpa melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum, 

yang mana pada tahun tersebut masih berlaku ketentuan hipotik, namun tidak 

berlaku lagi setelah Undang-Undang Hak Tanggungan diundangkan tanggal 09 

April 1996. Dengan demikian putusan tersebut tidak relevan lagi, apalagi 

mengingat kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak menganut asas preseden; 

c) Upaya hukum gugatan atau perlawanan dari debitur ke Pengadilan Negeri 

yang sering berisikan dalil seperti, menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan 

tanpa adanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan 

hukum, nilai hutang tidak pasti, hutang belum jatuh tempo dan PMK No. 

27/PMK.06/2016 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Adanya 

gugatan debitur juga dikarenakan terdapat ruang untuk melawan pelaksanaan 

lelang, seperti adanya Putusan MARI No. 321 K/Pdt/1984 atau materi Undang-

Undang Hak Tanggungan. Hal mana terhadap gugatan tersebut umumnya 

ditolak oleh hakim sepanjang kreditur mengikuti seluruh prosedur; d) 

Perlawanan secara fisik oleh debitur pada saat sebelum eksekusi hak 

tanggungan atau pada saat eksekusi hak tanggungan berjalan.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1) Terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilakukan 

perubahan yang tegas, khususnya mengenai dasar pelaksanaan parate eksekusi 

hak tanggungan, misalnya dengan melengkapi materi pasal atau menambah 

pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, serta menyelaraskan isi 

pasal dengan penjelasannya supaya tidak terdapat multi tafsir/kerancuan 

dalam memaknai undang-undang tersebut. 

2) Untuk menghindari konflik di antara kreditur dan debitur pada saat melakukan 

lelang eksekusi objek jaminan, maka dapat dibuat peraturan yang khusus 

mengatur parate eksekusi. Dengan dibuatnya aturan ini hendaknya berfungsi 

sebagai rule of procedure yang dipahami bersama oleh kreditur dan debitur. 

Pemahaman bersama soal rule of procedure ini akan melahirkan sikap hati-

hati dan saling menghormati bila terjadi parate eksekusi.  

3) Memberikan pemahaman secara komprehensif tentang parate eksekusi hak 

tanggungan, misalnya menjelaskan dasar hukum parate eksekusi hak 

tanggungan dan memaparkan proses atau mekanisme pelaksanaan parate 

eksekusi hak tanggungan, yang dapat dilakukan melalui seminar ditujukan 

kepada advokat, hakim, pihak perbankan dan masyarakat umum (calon 

debitur). Sehingga pihak-pihak terkait nantinya dapat mengetahui seluk beluk 

parate eksekusi dan tidak menjadi perdebatan yang berkepanjangan. 
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